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A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, pukul 15.06 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU 
Pemasyarakatan) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban  (selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban) terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya 
disebut UUD Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 90/PUU-XVI/2018. Dalam Sidang 
Pengucapan Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XVI/2018, perwakilan DPR RI 
dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang Badan Keahlian DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU Pemasyaratakan dan UU Perlindungan Saksi 
dan Korban dalam perkara Nomor 90/PUU-XVI/2018 diajukan oleh Tafsir 
Nurchamid (selanjutnya disebut Pemohon).  

 
C. PASAL / AYAT UU PEMASYARAKATAN DAN UU PERLINDUNGAN SAKSI DAN 

KORBAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 14 ayat (1) 
huruf i dan huruf k UU Pemasyarakatan, dan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10A ayat 
(3) huruf b UU Perlindungan Saksi dan Korban yang berketentuan sebagai 
berikut:  
 
Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU Pemasyarakatan: 
“Narapidana berhak : 

i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); 



  
 

k. mendapatkan pembebasan bersyarat;” 
 
Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Saksi dan Korban: 
“Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama 
dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang 
sama.” 

 
Pasal 10A ayat (3) huruf b UU Perlindungan Saksi dan Korban: 
 “Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 
b.  pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang 
berstatus narapidana.” 

 
D. BATU UJI 

Bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU Pemasyarakatan, dan Pasal 1 
angka 2 dan Pasal 10A ayat (3) huruf b UU Perlindungan Saksi dan Korban 
dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), 
Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945 
karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan 
konstitusional Pemohon. 
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU 
Pemasyarakatan, dan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10A ayat (3) huruf b UU 
Perlindungan Saksi dan Korban dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi 
memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 
 
[3.12]  Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 14 

ayat (1) huruf i dan huruf k UU Pemasyarakatan yang menurut Pemohon 
multitafsir, tidak memberikan kepastian dan jaminan perlindungan 
hukum serta menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap terpidana 
sehingga menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah 
mempertimbangkan sebagai berikut: 

 
[3.12.1]  Bahwa setelah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon di atas, 

beserta bukti-bukti yang diajukan, telah ternyata bahwa Mahkamah 
telah pernah memutus permohonan yang ada kaitan dengan 
permohonan a quo. Oleh karena itu, Mahkamah terlebih dahulu akan 
mempertimbangkan apakah norma undang-undang yang dimohonkan 
pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon dapat diajukan pengujian 
kembali. Berkenaan dengan hal itu, Mahkamah telah memutus pengujian 
konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasyarakatan dalam 
Putusan Nomor 54/PUU-XV/2017, bertanggal 7 November 2017 yang 
amarnya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Selanjutnya, 
dengan berdasarkan pada Putusan Nomor 54/PUU-XV/2017 tersebut, 
Mahkamah dalam Putusan Nomor 82/PUU-XV/2017, bertanggal 31 
Januari 2018, telah memutus permohonan pengujian kembali norma 
Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU Pemasyarakatan, dengan amar:  

 



  
 

Mengadili, 
1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan 

Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3614) tidak dapat diterima; 

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.  
 
Bahwa amar pada angka 1 di atas, yang menyatakan bahwa 

permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 14 ayat (1) 
huruf i UU Pemasyarakatan tidak dapat diterima adalah mengacu pada 
Putusan Mahkamah Nomor 54/PUU-XV/2017 yang amarnya menyatakan 
bahwa permohonan pengujian Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 
Pemasyarakatan ditolak. Oleh karena itu, substansi amar angka 1 
Putusan Nomor 82/PUU-XV/2017 sesungguhnya adalah menolak 
permohonan Pemohon. Artinya, Mahkamah tidak menemukan adanya 
alasan konstitusional baru untuk menguji kembali Pasal 14 ayat (1) 
huruf i UU Pemasyarakatan. 

 
Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, apabila dikaitkan dengan 

permohonan pengujian Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasyarakatan 
dalam permohonan a quo, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan 
konstitusional yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 UU 
MK dan Pasal 42 PMK 6/2005. Perihal dalil Pemohon yang menyatakan 
adanya alasan konstitusional berbeda yang diajukan dalam permohonan 
pengujian kembali Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasyarakatan, setelah 
Mahkamah memeriksa secara saksama dalil tersebut ternyata 
sesungguhnya tidak terdapat alasan konstitusional yang berbeda 
sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Sebab, yang dimaksud 
dengan dasar pengujian yang berbeda atau alasan konstitusional yang 
berbeda bukanlah sekadar menunjukkan perbedaan pasal-pasal UUD 
1945 yang dijadikan dasar pengujian melainkan juga memang secara 
substansial terdapat perbedaan alasan konstitusional antara 
permohonan sebelumnya yang ditolak oleh Mahkamah dengan 
permohonan baru yang mendalilkan adanya alasan konstitusional 
berbeda. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sepanjang Pasal 14 ayat 
(1) huruf i UU Pemasyarakatan, tidak beralasan menurut hukum; 
 

[3.12.2]  Bahwa sementara itu berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 14 ayat 
(1) huruf k UU Pemasyarakatan, Mahkamah telah menyatakan 
pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor 
82/PUU-XV/2017. Dalam putusan tersebut, Mahkamah 
mempertimbangkan antara lain:  

 
[3.12.1] Bahwa Penjelasan Pasal 14 huruf k UU 12/1995 telah 

memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan 
pembebasan bersyarat yaitu bebasnya Narapidana setelah 
menjalani sekurang-kurangnya dua per tiga masa pidananya 
dengan ketentuan dua per tiga tersebut tidak kurang dari 9 



  
 

bulan. Dengan pengertian tersebut maka pembebasan 
bersyarat digantungkan pada masa pidana yang telah 
dijalankan. Sehingga pembebasan bersyarat ada kaitannya 
dengan remisi. Selain persyaratan masa pidana, pembebasan 
bersyarat secara teknis juga memiliki persyaratan substantif 
dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia. 
 
Sebagaimana halnya remisi, pembebasan bersyarat juga 
merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh Narapidana 
sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995. 
Dengan demikian syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk 
memperoleh pembebasan bersyarat adalah sama dengan hak 
untuk memperoleh remisi sebagai hak yang dibatasi oleh syarat 
dan tata cara tertentu. Dalam sub paragraf [3.8.3] Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017 di atas telah 
dinyatakan bahwa “... hak untuk memperoleh remisi adalah hak 
yang terbatas, yakni dibatasi oleh syarat dan tatacara 
tertentu...”. Demikian pula halnya dengan pembebasan 
bersyarat, sehingga meskipun merupakan hak, namun 
pembebasan bersyarat tidak bisa diberikan dengan serta-
merta, kecuali bagi yang telah memenuhi persyaratan. 
 
Lebih lanjut, di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
54/PUU-XV/2017 pada sub paragraf [3.8.5] di atas, telah pula 
ditegaskan bahwa remisi adalah hak hukum (legal rights) yang 
diberikan oleh negara kepada narapidana sepanjang telah 
memenuhi syarat-syarat tertentu. Artinya, remisi bukanlah hak 
yang tergolong ke dalam kategori hak asasi manusia (human 
rights) dan juga bukan tergolong hak konstitusional 
(constitutional rights) sehingga dapat dilakukan pembatasan 
terhadapnya sesuai dengan peraturan perundangundangan. 
 
Dengan demikian jelas bahwa pembatasan dan persyaratan 
yang harus dipenuhi oleh seorang narapidana untuk 
memperoleh pembebasan bersyarat dan memperoleh remisi 
untuk narapidana tidaklah melanggar hak narapidana. Namun 
dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa penilaian atas syarat-
syarat untuk memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat 
untuk narapidana dimulai sejak narapidana yang bersangkutan 
memperoleh status sebagai narapidana dan menjalani masa 
pidana. 

 
Atas dasar pertimbangan demikian, Mahkamah menolak permohonan 
pengujian konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) huruf k UU 
Pemasyarakatan sebagaimana diajukan Pemohon dalam permohonan 
Nomor 82/PUU-XV/2017. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan 
permohonan a quo, pertanyaan konstitusionalnya adalah apakah 



  
 

terdapat alasan konstitusional yang berbeda sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 PMK 6/2005 untuk menguji kembali 
konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) huruf k UU Pemasyarakatan. 
 
Terhadap persoalan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa setelah 
mencermati secara saksama alasan konstitusional yang diajukan oleh 
Pemohon, telah ternyata tidak terdapat alasan konstitusional yang 
secara substansial berbeda yang dijadikan sebagai dasar pengujian 
dalam permohonan a quo dengan permohonan Nomor 82/PUU-XV/2017. 
Sehingga dengan demikian, pertimbangan hukum Mahkamah dalam 
menilai konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) huruf k UU Pemasyarakatan 
sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
82/PUU-XV/2017 mutatis mutandis berlaku pula sebagai pertimbangan 
hukum terhadap permohonan a quo. Oleh karena itu, permohonan 
Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum. 
 

[3.13]  Menimbang bahwa sementara itu, sebelum mempertimbangkan lebih 
lanjut dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 1 angka 2 dan 
Pasal 10A ayat (3) huruf b UU PSK, yang dinilai oleh Pemohon multitafsir, 
tidak memberikan kepastian dan jaminan perlindungan hukum, serta 
menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap terpidana, penting bagi 
Mahkamah untuk terlebih dahulu menjelaskan substansi dari Saksi 
Pelaku (justice collaborator) dan bagaimana mekanisme serta 
pengaturannya, sebagai berikut:  

 
1. Bahwa sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan Umum UU PSK, 

antara lain, “Selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga 
memiliki kontribusi  besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, 
yaitu Saksi Pelaku (justice collaborator), Pelapor (whistle-blower), dan 
ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang 
berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar 
sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang 
keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, sehingga 
terhadap mereka perlu diberikan Perlindungan”. Berdasarkan 
penjelasan tersebut, saksi pelaku menjadi salah satu bagian penting 
dalam upaya untuk membuktikan suatu kasus pidana dan upaya 
untuk menyelesaikan tindak pidana lainnya yang terkait dengan 
kasus yang sedang ada dalam proses persidangan. Namun, dalam 
praktiknya banyak kasus pidana yang tidak terungkap secara utuh 
sebagai akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas 
penegak hukum. Adanya ketakutan dari para saksi untuk 
mengungkap terjadinya tindak pidana dan adanya ancaman yang 
dialami oleh para saksi yang berkeinginan mengungkapkan suatu 
tindak pidana pada akhirnya menjadi salah satu alasan penting 
pembentukan UU PSK, yang di dalamnya mengatur pelindungan 
terhadap Saksi Pelaku; 
 

2. Bahwa tujuan dibentuknya UU PSK adalah sebagai upaya untuk 
menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mengungkap berbagai 



  
 

kasus pidana, sehingga diperlukan adanya situasi yang kondusif 
sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum dan 
keamanan kepada setiap orang khususnya saksi ataupun korban yang 
mengetahui sesuatu hal yang terkait tindak pidana sehingga dapat 
membantu mengungkapkan tindak pidana yang telah terjadi dan 
melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum; 

 
3. ….. 

 
4. ….. 

 
5. Bahwa Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, 

Kementerian Hukum dan HAM serta Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban (LPSK) juga telah mengeluarkan Peraturan Bersama 
bertanggal 14 Desember 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, 
Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama. Peraturan Bersama 
tersebut menjadi salah satu patokan bagi penegak hukum dalam 
pemberian penghargaan bagi saksi pelaku yang telah bekerja sama 
dengan penegak hukum. Dalam Peraturan Bersama tersebut 
disebutkan bahwa untuk menjadi justice collaborator harus 
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  
a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius 

dan/atau terorganisir; 
b. memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk 

mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir; 
c. bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya; 
d. kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari 

tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam 
pernyataan tertulis; dan 

e. adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya 
ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi 
pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tindak pidana 
tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya. 

 
6. Bahwa Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 

99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 
Warga Binaan Pemasyarakatan, bertanggal 12 November 2012, yang 
mengatur tentang persyaratan dan tata cara pengajuan remisi, 
asimilasi, dan pembebasan bersyarat khususnya bagi narapidana yang 
telah bekerja sama dengan penegak hukum.  
 

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon, sebagaimana warga binaan lainnya, pada 
dasarnya memiliki hak sebagai warga binaan untuk mengajukan remisi 
dan juga pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam UU PSK dan 
peraturan perundang-undangan lainnya. Adanya fakta bahwa dalam 
proses pengajuan hak tersebut Pemohon mengalami kendala dan juga 
penolakan untuk menjadi saksi pelaku (justice collaborator) sehingga 
menyebabkan Pemohon tidak bisa mendapatkan remisi ataupun 



  
 

pembebasan bersyarat, hal tersebut bukanlah dikarenakan 
inkonstitusionalnya norma UU PSK yang dimohonkan pengujian, 
melainkan merupakan persoalan konkrit yang dialami oleh Pemohon, 
yaitu terkait dengan mekanisme dan pedoman mengajukan remisi atau 
pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam UU PSK dan peraturan 
perundang-undangan lainnya yang bukan merupakan kewenangan 
Mahkamah untuk menilainya. Lebih dari itu, apabila dicermati dalam 
pokok permohonan, Pemohon lebih mengedepankan uraiannya terkait 
dengan aspek prosedural proses pengajuan sebagai justice collaborator 
daripada menjelaskan aspek-aspek pertentangan konstitusionalitas 
norma a quo terhadap pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan dasar 
pengujian oleh Pemohon. 

 
[3.15] Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang 

menyatakan bahwa Pemohon telah bekerja sama dengan penegak 
hukum dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi sehingga 
patut dianggap sebagai saksi pelaku (justice collaborator) dan berhak 
untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak 
narapidana lainnya, hal itu bukan merupakan kewenagan Mahkamah 
untuk menilainya. Lagi pula, secara substansi isu konstitusionalitas 
permohonan yang diajukan oleh Pemohon a quo adalah sama dengan isu 
konstitusionalitas dalam perkara Nomor 82/PUU-XV/2017 yaitu terkait 
dengan hak narapidana dalam upaya untuk mendapatkan remisi dan 
pembebasan bersyarat. Dalam putusan tersebut, Mahkamah 
mempertimbangkan antara lain: 

 
[3.12.2] Bahwa dalil Pemohon selanjutnya menyatakan ketentuan 

mengenai remisi dan pembebasan bersyarat dalam Pasal 14 
ayat (1) UU 12/1995 telah menciptakan celah penafsiran yang 
berbeda dalam peraturan pelaksanaannya. Dalam hal ini 
Pemohon menyebutkan PP 32/1999, yang direvisi dengan PP 
28/2006 dan PP 99/2012. Terhadap dalil Pemohon tersebut, 
setelah Mahkamah membaca dengan cermat Peraturan 
Pemerintah dimaksud dan mengaitkannya dengan dalil 
Pemohon, menurut Mahkamah yang terjadi bukanlah 
perbedaan penafsiran dari Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995 
sebagaimana yang Pemohon dalilkan, namun yang terjadi 
adalah peraturan yang berlaku sebagai hukum yang hidup terus 
menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum 
masyarakat, khususnya berkait dengan sistem pemasyarakatan. 
Jadi persoalannya terletak pada adanya kebutuhan hukum 
dalam penerapan Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995 tersebut. 
 
Dengan demikian hak narapidana memperoleh pembebasan 
bersyarat tidak dapat ditafsirkan lain atau diberi pemaknaan 
berbeda selain apa yang tersebut dalam norma a quo. 
Seandainyapun benar terdapat perbedaan penafsiran, quod 
non, Peraturan Pemerintah dimaksud merupakan peraturan 
teknis dalam kewenangan pemerintah untuk mengatur lebih 



  
 

lanjut sebagaimana ditentukan Pasal 14 ayat (2) UU 12/1995, di 
mana persoalan peraturan teknis bukanlah permasalahan 
konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah. 

 
Sehingga dengan demikian, pertimbangan hukum Mahkamah dalam 
menilai konstitusionalitas Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10A ayat (3) huruf b 
UU PSK sebagaimana tertuang dalam Paragraf [3.12.2] Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XV/2017 mutatis mutandis 
berlaku pula sebagai pertimbangan hukum terhadap permohonan a quo. 
 

[3.16] Menimbang bahwa dengan merujuk putusan-putusan Mahkamah di atas, 
berlakunya norma a quo tidak menyebabkan adanya perlakuan berbeda 
ataupun pengurangan serta pembatasan terhadap hak asasi manusia 
oleh karena norma a quo berlaku untuk setiap orang in casu para 
narapidana ataupun warga binaan yang memang telah bekerja sama 
dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana. Hal 
tersebut oleh karena secara hukum pembebasan bersyarat, remisi 
tambahan, dan hak narapidana lain merupakan hak hukum (legal rights) 
yang diberikan oleh negara kepada narapidana sepanjang telah 
memenuhi syarat-syarat tertentu. Pendirian demikian telah 
dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 54/PUU-XV/2017 
Paragraf [3.8.5] yang menyatakan: 

 
Bahwa apabila dibaca dan ditelaah ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU 
12/1995, hak-hak narapidana sebagaimana termaktub di dalam 
huruf a sampai dengan huruf m termasuk hak atas remisi adalah hak 
hukum (legal rights) yang diberikan oleh negara kepada narapidana 
sepanjang telah memenuhi syaratsyarat tertentu. 
 

Dengan demikian, berarti, hak-hak tersebut, termasuk remisi, bukanlah 
hak yang tergolong ke dalam kategori hak asasi manusia (human rights) 
dan juga bukan tergolong hak konstitusional (constitutional rights). 
Apabila dikaitkan dengan pembatasan, jangankan terhadap hak hukum 
(legal rights), bahkan hak yang tergolong hak asasi (human rights) pun 
dapat dilakukan pembatasan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 28J 
ayat (2) UUD 1945 dan diatur dengan undang-undang. Dengan 
berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang 
menyatakan bahwa Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10A ayat (3) huruf b UU 
PSK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan 
Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum. 
 

[3.17]  Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang 
diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon 
tidak beralasan menurut hukum. 

 
 

F. AMAR PUTUSAN 
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
 



  
 

 
G. PENUTUP 

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk 
umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi 
dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara 
negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK 
dalam Perkara Nomor 90/PUU-XVI/2018 yang menyatakan Menolak permohonan 
Pemohon untuk seluruhnya terhadap pengujian Pasal 14 ayat (1) huruf i dan 
huruf k UU Pemasyarakatan, dan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10A ayat (3) huruf b 
UU Perlindungan Saksi dan Korban mengandung arti bahwa ketentuan pasal a 
quo tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan 
hukum mengikat. 
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